1.1.

1.2.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 maka penyusunan Renja SKPD
di dasarkan pada aspirasi masyarakat yang diakomodir melalui Musyawarah
Rencana Pembangunan Kecamatan dalam hal ini Inspektorat Kota
Padang Panjang juga harus menyusun Rencana Kerja tersebut untuk periode
1 (satu) Tahun kedepan.

Selanjutnya Rencana Kerja Inspektorat Kota Padang Panjang ini menjadi
Dasar Penyusunan Usulan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2016 oleh
Inspektorat Kota Padang Panjang yang Kemudian di Himpun dalam
KUA-PPAS oleh TAPD melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Padang Panjang.

Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Padang
Panjang Tahun 2016 adalah :

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, tambah

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 962).

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Nagara
Republik Indonesia Nomor : 4247)



10.

11.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4355)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

' Perundang — undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004

Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4389)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor : 4400 )

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421).

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 )

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1158
Tahun 2005 .

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4578).
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Nomor Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia ahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 4737).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang
Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah ,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 Tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah .

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera
Barat Tahun 2006 - 2012.



23.

24.

25.

26.

2r.

P-eraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 16 Seri D3 );

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E2)

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6 );

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Padang Panjang Tahun 2008-2015 (Lembaran Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2009 Nomor 12 Seri E.7) .

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Padang Panjang ( Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008
Nomor 8 Seri E.5 )

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Inspektorat Kota Padang Panjang tahun 2017 merupakan

dokumen Perencanaan dalam jangka 1 (satu) tahun yang dijadikan sebagai

pedoman dalam Pelaksanaan Kegiatan penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD
tahun 2017. Sedangkan tujuan penyusunan RKPD adalah untuk menetapkan

prioritas pembangunan tahun 2017 berdasarkan isu dan masalah mendesak

yang harus ditanggulangi.



1.4. Sistematika Renja Inspektorat.

Rencana Kerja Inspektorat Kota Padang Panjang tahun 2017 ini disusun

dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT
TAHUN 2015
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2015
dan Capaian Renstra Inspektorat Tahun 2013 - 2018.
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BAB Il TUJUAN,SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.
3.3. Program dan Kegiatan.

BAB VIl PENUTUP



2.1.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2015 dan Capaian
Renstra Inspektorat Tahun 2013 - 2018.

Adapun evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2015 dan
capaian Renstra Inspektorat Kota Padang Panjang dapat digambarkan pada
tabel 2.1 berikut ini :
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2.2

Analisis Kinerja Pengawasan Inspektorat Kota Padang Panjang

Mengacu pada Keputusa Presiden Nomor : 74 tahun 2001 tentang tatacara
pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Permendagri
Nomor : 08 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk Tahun Anggaran 2015
Pelaksaan Pengawasan dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang
Panjang dengan capaian sebagai berikut:

e Terlaksananya Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH, dengan kegiatan:

1). Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, dengan dana sebesar
Rp.320.530.000,-

Kegiatan ini adalah dalam rangka melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang Panjang terhadap 76 Obrik pemeriksaan (76 LHP) sesuai
dengan Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan Inspektorat Kota Padang Panjang
Tahun 2015. Realisasi fisik dari kegiatan ini sebanyak 75 LHP atau (98,68%)
sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp.246.455.000,-(76,89%). Terdapat Satu
Pemeriksaan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Pada Dinas Pertanian Kota
Padang Panjang, karena jumlah auditor yang kurang serta banyaknya pemeriksaan
khusus/kasus yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan.

2). Penanganan kasus/khusus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah,
dengan dana sebesar Rp. 96.950.000,-.
Kegiatan ini adalah dalam rangka melaksanakan penanganan/pemeriksaan kasus
dan khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang. Realisasi fisik
dari kegiatan ini telah diprosesnya sebanyak 19 (Sembilan belas) LHPK atau 316,67 %
dari target/rencana semula yaitu sebanyak 6 LHPK, dan realisasi keuangan sebesar
Rp 65.056.200,- (98.61%).

3). Tindak lanjut hasil temuan pengawasan/Pemeriksaan, dengan dana sebesar
Rp. 96.950.000,-
Kegiatan ini bertujuan agar terwujudnya aparat yang bersih dan untuk mempercepat
penyelesaian hasil temuan pemeriksaan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kota Padang Panjang. Telah dilakukan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan dari

Ttarget/Rencana Pelaksanaan Tindak Lanjut telah dilaksanakan sebanyak 9 Laporan
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4),

5).

6).

7).

7)

Tindak lanjut dengan realisasi 128,57 % dan Realisasi keuangan sebesar Rp.
70.170.000,-( 72.38% ).

Pemetaan SPIP Lanjutan dan Infrastruktur SPIP dengan dana sebesar Rp.
36.485.500,-

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.
34.684.100,- ( 95.06% ). Dari kegiatan ini telah dibentuk Satgas SPIP Kota dan
Satgas SPIP SKPD sebanyak 7 SKPD dan telah dilakukan 7 pemetaan resiko dari
suatu kegiatan. L

Evaluasi Pelaksanaan Penilaiaan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) dengan dana sebesar Rp. 29.234.850 -

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.
27.019.800,- (92.42 % ). Hasil dari kegiatan ini adalah telah dilakukan Penilaiaan dari
27 SKPD dan sudah disampaikan palorannya ke MENPAN RB secara On Line.
Evaluasi Lakip dengan dana sebesar Rp. 29.234.850 -

Jumlah Lakip yang di evaluasi sebanyak 14 Lakip SKPD dari rencana 27 Lakip
SKPD, dengan realisasi fisik 51,85 %. dan Realisasi keuangan sebesar Rp.
15.132.250,-(34,79). Kurangnya capaian ini disebabkan keluarnya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, sehingga terjadi perubahan dalam pelaksanaan penilaian dan Evaluator
yang ditugaskan sudah melaksanakan Diklat Evaluasi LAKIP. Sehingga tertundanya
pelaksanaan kegiatan evaluasi LAKIP ini. Rencana Pelaksanaan Evaluasi LAKIP ini
dilaksanakan setelah diadakannya pelatihan Evaluasi LAKIP pada bulan April Tahun
2016 ini melalui PKS.

Penyusuan Sistim dan Prosedur Pengawasan dengan dana sebesar
Rp. .287.500,-

Kegiatan ini adalah dalam rangka menyusun buku Ranperwako tentang sisdur
Pengawasan yang merupakan pedoman bagi APIP dalam melaksanakan
pengawasan. Realisasi fisk dari kegiatan ini sudah mencapai 100% dan realisasi
keuangan sebesar Rp.8.076.800,- (97,46%).

Sosialisasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan dana sebesar
Rp. 62.290.000,-

Kegiatan ini merupakan pendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi
sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015. Telah dilaksanakan
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2.3.

sosialisasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, telah di laksanakan
Pencanangan pemasangan PIN “ Saya Anti Korupsi® bekerja sama dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan realisasi fisik 100% dan Realisasi Keuangan
sebesar Rp.35.625.400,-(57,19%). Kelebihan dana disebabkan adanya Honorarium
Narasumber dari KPK yang tidak direalisasikan dan kelebihan dari belanja PIN “ Saya

Anti Korupsi”,

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Padang Panjang

yang menjadi isi-isu penting adalah sebagai berikut:

1.

Manfaatkan lembaga pembina pengawasan (BPKP) dan seluruh Lembaga
pendidikan formal/non formal untuk pengembangan SDM

Manfaatkan Informasi dari masyarakat untuk bahan pembinaan dan
pengawasan/pemeriksaan

Manfaatkan Teknologi Informasi untuk melengkapi referensi pengawasan
/pemeriksaan

Manfaatkan dana yang tersedia dalam APBD untuk meningkatkan kualitas
dan kelancaran pemeriksaan/pengawasan serta untuk meningkatkan
sarana dan prasarana termasuk referensi.

Manfaatkan komitmen Pimpinan dan APIP Inspektorat untuk menegakkan
peraturan  perundang-undangan yang berlaku guna melakukan
pengawasan/pemeriksaan secara intensif kepada seluruh aparatur
pemerintah  dalam  pemberantasan KKN dan mengantisipasi
penyalahgunaan kemajuan teknologi informasi oleh aparatur pemerintah.
Manfaatkan Komitmen Kepala Daerah dan seluruh peraturan yang ada
untuk meningkatkan disiplin pegawai.

Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM APIP Inspektorat Kota Padang
Panjang untuk melakukan pengawasan/pemeriksaan guna meningkatkan
kesadaran aparatur pemerintah dalam menerapkan peraturan dan
perundang-undangan.

Manfaatkan komitmen Kepala Daerah dalam menegakkan peraturan
perudang-undangan serta dana yang tersedia guna memaksimalkan
koordinasi dan konsolidasi dalam menegakkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
12



TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Yang menjadi arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait

dengan Tugas Pokok dan fungsi Inspektorat adalah Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik dengan sasaran Tahun 2017, Terselenggaranya pengawasan

akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan :

1. Penilaian Kinerja SKPD sangat Baik 88 nilai kinerja
2. 95% SKPD menyusun LAKIP secara benar dan Tepat
3. Renstra SKPD yang Sinkron dengan RPJMD 100%

3.2, Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Padang Panjang merupakan

pelaksanaan dan realisasi pertahun dari Renstra Inspektorat sebagai berikut:

1.

Terlaksananya pengawasan internal secara berkala dan

berkesinambungan sehingga terciptanya akuntabilitas dan pemerintahan

yang bersih serta berwibawa di Kota Padang Panjang terutama pada

bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan dengan sasaran:

a. Tersedianya fasilitas pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan
internal secara berkala.

b. Tersedianya fasilitas pelaksanaan penanganan kasus pengaduan
dilingkungan Pemerintah Daerah

c. Tersedianya fasilitas pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan
pengawasan

Menihgkatnya Profesionalisme Tenaga Pemerintah dan Aparatur

Pengawasan yang optimal pada Inspektorat Kota Padang Panjang,

dengan indikator diperolehnya sertifikat pelatihan bagi setiap pegawai

yang mengikuti diklat dan tersedianya tenaga fungsional auditor dengan

berbagai latar belakang keahlian sesuai kebutuhan dengan sasaran :
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a. Tersedianya fasilitas pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan. |

b. Tersedianya fasilitas pelatihan teknis pengawasan dan penilaiaan
akuntabilitas kinerja.

c. Tersedianya fasilitas peningkatan kualitas/kinerja tenaga pengawas
dan Aparatur Pemeriksa

3. Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta diiringi dengan
peningkatan kesejahteraan, dengan indikator jumlah sarana pendukung

yang mencukupi untuk setiap aparatur.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Program kegiatan, indikator, Anggaran Inspektorat Kota Padang
Panjang pada Tahun 2017 yang bersumber dari APBD Kota Padang Panjang
dapat dilihat pada Tabel Berikut :
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PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2017 merupakan dokumen
perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman dalam menyusun
Rencana Kerja Anggaran. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 ini juga
berdasarkan pada rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis Inspektorat Kota Padang Panjang untuk tahun 2013 - 2018 yang
berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Kota Padang Panjang
dengan memperhatikan usulan dan prioritas pembangunan yang dihasilkan dari
Musrenbang Kecamatan dengan mempedomani tema dan prioritas pembangunan
tahun 2017 di Kota Padang Panjang.

Rencana Kerja Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2017 menjelaskan tentang
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015, prediksi Tahun 2018 dan
Rencana Pembangunan serta Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota
Padang Panjang tahun 2017.

Padang Panjang, Maret 2016
MMt INSPEKTORAT KOTA PADANG PANJANG
spektur

SYAHDANYR , SH, MM
NIP. 19640815 199003 1 009
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